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ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anjing laut ditinjau dari
hukum internasional dan hukum nasional beberapa negara dimana anjing laut hidup.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan
perundang-undangan, konsep dan historis. Secara garis besar terdapat temuan dalam
penelitian ini yaitu anjing laut tetap diburu hingga saat ini terlepas dari berbagai ancaman
yang menyertainya dan dari tiap aturan internasional yang mengatur permasalahan
lingkungan terkait dengan anjing laut secara spesifik mayoritas masih bersifat regional.
Permasalahan perlindungan terhadap anjing laut ini meliputi konflik sosial antara para
pemburu baik komersial maupun tradisional terhadap kampanye perlawanan anti
perburuan anjing laut dari beberapa organisasi non-pemerintahan beserta aktivisnya dan
kekosongan hukum internasional terkait dengan metode serta peralatan jelas yang dapat
digunakan untuk memburu. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan
memfasilitasi tiap pihak melalui organisasi yang menaungi permasalahan lingkungan
dimana anjing laut hidup misalnya Arctic Council dengan melibatkan Perserikatan
Bangsa-Bangsa serta kekuatan politik besar lainnya untuk dapat saling bertukar pikiran
dan melakukan komparasi hukum terkait isu yang ada khususnya dalam upaya konservasi
dan pengelolaan berkelanjutan yang manusiawi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anjing laut, Hukum Internasional

Mengetahui,
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ABSTRACT

This thesis discusses the legal protection of seals in the context of international law and
the national laws of several countries where seals live. The research is a normative legal
study using legislative, conceptual, and historical approaches. In general, the findings of
this research indicate that seals continue to be hunted to this day, despite various
accompanying threats and the fact that the majority of international rules governing
environmental issues related to seals are still largely regional. The issues surrounding the
protection of seals include social conflicts between hunters, both commercial and
traditional, and anti-seal hunting campaigns by various non-governmental organizations
and activists. There is also an international legal vacuum regarding clear methods and
equipment that can be used for hunting seals. The solution to these problems involves
facilitating all parties through organizations addressing environmental issues in the
regions where seals live, such as the Arctic Council, involving the United Nations and
other major political powers to exchange ideas and make legal comparisons related to the
existing issues, particularly in efforts toward humane conservation and sustainable
management.

Keywords : Law Protection, Seals Mammals, International Law

Mengetahui,
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak ribuan tahun yang lalu manusia telah hidup berdampingan dengan

alam, manusia begitu mengandalkan segala yang telah alam berikan untuk

memberlangsungkan kehidupan mereka. Salah satu cara bagi manusia awal kala

itu untuk berjuang dalam memberlangsungkan kehidupannya adalah dengan

melakukan pola hidup mengumpulkan dan berburu untuk dapat memiliki

sumber makanan baik itu nabati maupun hayati dengan menggunakan peralatan

sederhana dari batu yang mereka miliki1 dan terus berkembang. Target dari

buruan manusia ini sejak dahulu kala salah satunya bersumber dari lautan atau

wilayah dekat dengan perairan yang berperan sangat penting bagi berbagai

makhluk hidup di dunia terutama sebagai penyangga kehidupan dimana secara

global lautan meliputi dua pertiga dari keseluruhan permukaan bumi serta telah

menyediakan sekitar 97% ruang bagi kehidupan untuk dapat berkembang sejak

munculnya makhluk hidup pertama di laut dan lain-lain2. Anjing laut sebagai

mamalia akuatik adalah salah satunya yang telah diburu sejak 4000 SM

tepatnya di sekitaran area selatan laut Baltik misalnya Anjing laut Harpa (Harp

1 John Gowdy, “Our hunter-gatherer future : Climate change, agriculture and uncivilization”,
Elsevier Futures 115,Vol. 115, 2020, hlm 1-2.
2 Ria Tri Vinata, “Power of Sharing Sumber Daya Kelautan Republik Indonesia”, Jurnal Ilmu
Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Vol.24, 2016, hlm. 2.
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Seals) dan terus berlanjut hingga ke zaman abad pertengahan pada masa Viking

di Eropa yakni 800-1500 M, buruan jenis anjing laut yang diincar kala itu pula

adalah anjing laut cincin (Ringed Seals) di bagian barat laut Baltik3, tak hanya

itu namun dari jenis anjing laut lainnya seperti Walrus juga diburu sejak tahun

1120 dan abad ke-15 disekitar wilayah Greenland dimana gading dari Walrus

menjadi komoditas perdagangan, termasuk di pantai Denmark hingga pesisir

pantai disekitar laut Baltik, Finlandia, Estonia, Latvia, dan Lithuania4.

Praktik perburuan terhadap anjing laut di masa modern terus berkembang

khususnya ketika penggunaan kapal berlapis (lambung) baja mulai digunakan

secara pesat yang telah berkontribusi pada peningkatan perburuan terhadap

anjing laut khususnya setelah perang dunia kedua usai.5 Diperkirakan sekitar

200.000 ribu ekor anjing laut diburu pada sekitaran tahun 1949 dan terus

berlanjut saat Newfoundland menjadi bagian dari Kanada dimana pada tahun

1950 peningkatan terhadap perburuan anjing laut menjadi 312.000 ekor per

tahun hingga mengurangi populasi anjing laut disana hingga 50 persen antara

tahun 1950 dan 1960.6 Kemudian memasuki tahun 2004 pemerintah Kanada

mulai mengimplementasikan suatu kebijakan terkait manajemen perburuan

terhadap anjing laut di samudra Atlantik dengan menjadikan perburuan anjing

laut saat itu sebagai perburuan komersial terbesar sejak pengizinan

3 Oliver Grimm dan Ulrich Schmolcke, “Hunting in northern Europe until 1500 AD Old traditions
and regional developments, continental sources and continental influences”, Paper on Wachholtz
Herlag, 2011, hlm. 96
4 Nikolas Sellheim, International Maritime Mammal Law, Switzerland , Springer, 2020, hlm. 41.
5 Rebecca Aldworth dan Stephen Harris, Canada Commercial Seal Hunt, Washington, DC :
Humane Society Press, 2007, hlm. 103.
6 ibid hlm. 2.
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penangkapan (Total Allowable Catches/TACs)7, yakni sebuah sistem regulasi

mengenai kuota limitasi terhadap penangkapan sumber daya hayati laut yang

biasanya dinaungi oleh rencana manajemen dalam waktu tertentu terhadap

suatu spesies tangkapan secara terkontrol, namun sistem TAC tak selalu

berjalan dengan baik karena saran-saran ilmiah seringkali dihiraukan.8 Sistem

TAC ini Kanada telah memasukkan anjing laut sebagai bagian dari kuota

penangkapan sejak 1971 khususnya terhadap anjing laut Harpa (Harp Seals)

yang dieksploitasi kulitnya sebagai produk penjualan pasar di Asia.9

Perburuan besar yang dilakukan terhadap anjing laut diperlukan perhatian

besar terhadap keberlangsungan hidup dan lingkungan mereka, karena hanya

dikarenakan jumlah mereka tergolong relatif aman itu bukan berarti anjing laut

ini sewaktu-waktu tidak akan mengalami penurunan populasi yang begitu

drastis bahkan lebih parahnya adalah kepunahan. Hal itu dapat kita cerminkan

dari apa yang telah terjadi dulu kepada salah satu jenis anjing laut yang hidup

di kepulauan Karibia yakni Anjing Laut Biarawan Karibia (Monachus

Tropicalis) yang ditemukan oleh Kolombus pada sekitaran tahun 1490an untuk

kemudian dijadikan sebagai sumber pangan olehnya dan terus menerus diburu

hingga memasuki masa modern.10 Sayangnya jenis dari anjing laut tersebut

7 Paul Johnston dan David Santillo, The Canadian Seal Hunt : No Management and No Plan,
Greenpeace International, 2010, hlm. 3.
8OCEANA,“Total Allowable Catches (TACs)”, diakses dari internet : https://europe.oceana.org/
total-allowable-catches-tacs/. Diakses pada tanggal 1 September 2022, pukul 20.00 WIB
9 Paul Johnston dan David Santillo, Op.Cit., hlm. 3.
10 Dolly Jorgensen, Erasing The Extinct: The Hunt For Caribbean Monk Seals And Museum
Collection Practices, Historia Ciencias Jaude, Vol. 28, 2021, hlm. 3
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mengalami penurunan drastis hingga kepunahan saat memasuki tahun 90an oleh

International Union for Conservation of Nature (IUCN) dengan puncaknya

pada tahun 1996, anjing laut biarawati Karibia telah dinyatakan punah11.

Spesies anjing laut ini walau sebelumnya pernah dinyatakan langka

dibawah perlindungan Endangered Species Act (ESA) oleh Presiden Nixon

pada tahun 1973.12 Oleh sebab itu kehidupan anjing laut dan habitatnya menjadi

salah satu kajian penting yang haruslah dibahas dengan begitu pesat oleh

negara-negara di dunia demi menjamin keberlangsungan anjing laut ini

sehingga norma-norma internasional mengenai hal tersebut sangatlah

diperlukan apalagi mengingat tak hanya anjing laut seperti biarawati Karibia

yang dulunya begitu terancam hingga menyebabkan kepunahan pada jenis

mereka, jenis lain saat ini juga tengah mengalami ancaman serupa. Salah satu

contoh anjing laut yang tengah berada di dalam situasi membahayakan saat ini

adalah anjing laut Saimaa (Pusa hispida saimensi) dengan populasi yang hanya

mencapai 410 ekor saat ini.13 Anjing laut jenis ini hidup di Finlandia tepatnya

danau Saimaa yang dikelilingi atau terkunci oleh daratan.14 Walaupun usaha

perlindungan telah dilakukan, populasi mereka tetap saja terus menurun

kemungkinan besar pula akibat dari adanya kerusakan alam dari racun merkuri

akibat kegiatan produksi pulp dan kertas maupun fragmentasi terhadap

11 Llyod Lowry, David W Laist, et al,. “Endangered, Threatened, and Depleted Marine
Mammals in U.S. Waters, A Review of Spesies Classification Systems and Listed Species”, Paper
on Marine Mammal Commision, 2007, hlm. 13.
12 ibid
13 World Wild Fund, “Saimaa Ringed Seal”, diakses dari : https://wwf.fi/en/saimaa-ringed-seal/.
Diakses pada tanggal 6 November 2022 pukul 13.00 WIB
14 ibid
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habitatnya, kemudian terjerat oleh jaring-jaring nelayan (bycatch) di danau

Saimaa bahkan masih diburu oleh pemburu yang tidak bertanggungjawab.15

Usaha untuk bertahan hidup bagi anjing laut ini bahkan sempat mengalami

kesulitan tepatnya pada tahun 2019-2020 dimana danau Saimaa tidak benar-

benar membeku secara keseluruhan sehingga mengurangi tempat baginya untuk

dapat berkembang biak dan bersembunyi dari predator alami16, belum lagi

akibat dari perubahan iklim (climate change) yang ada di danau Saimaa telah

memperlamban proses perbaikan lingkungan dan kehidupan mereka melambat.

Ancaman yang muncul tidak hanya mengancam anjing laut Saimaa pula

jenis anjing laut Biarawan Hawaii (Neomonachus Schauninslandi) yang

memiliki status terancam punah, spesies ini dapat ditemukan hidup di kepulauan

hawaii khususnya disekitaran (Johnston Atoll) dengan jumlah populasi sekitaran

1,570 ekor. Anjing laut tersebut terancam karena adanya pengurangan sumber

makanan di perairan mereka selama bertahun-tahun yang dipercaya sebagai

akibat dari adanya perubahan iklim, belum lagi habitat mereka yang semakin

lama berkurang akibat kenaikan permukaan air laut, serangan predator seperti

hiu Galapagos, dan ancaman jaring-jaring nelayan.17 Anjing laut Biarawan

Mediterania (Monachus Monachus) merupakan salah satu jenis yang serupa

hanya saja mereka hidup di perairan laut Mediterania dengan status yang rentan

saat ini. Merujuk pada The Red Data Book of Threatened Animals of Greece,

15 Mervi Kunnasranta, Marja Niemi, et al,. “Sealed in a Lake-Biology and Conservation of the
Endangered Saimaa Ringed Seal: A Review”, Elsevier Article, 2020, hlm. 1-7.
16 Ibid hlm. 8.
17NOAA,“Hawaiian Monk Seal”, diakses dari internet : https://www.fisheries.noaa.govspecies/ha
waiian-monk seal. Diakses pada tanggal 19 November 2022 pukul 20.00 WIB.
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anjing laut ini memiliki potensi yang sangat tinggi untuk punah di masa depan

sehingga diklasifikasikan terancam di Yunani oleh aktivitas perikanan,

perburuan yang masih terjadi, dan perubahan iklim.18

Kawasan Artik juga dapat ditemukan ancaman lain yang dapat

membahayakan kehidupan anjing laut lainnya seperti Walrus. Tidak seperti

jenis Walrus lainnya di daerah lain, Walrus di Artik sangatlah bergantung pada

lautan es untuk hidup dan mencari makan dibawahnya, namun sejak 2017

Amerika Serikat telah melaksanakan aktivitas penambangan minyak bumi

disana dengan potensi merusak ekosistem atau habitat dari Walrus Artik, belum

lagi ditambah aktivitas perburuan anjing laut disana.19 Salah satu faktor

berkurangnya populasi anjing laut yakni perburuan seringkali juga dilakukan

secara tidak manusiawi dengan berbagai metode yang kontroversial seperti di

Kanada dengan memburu anjing laut harpa, terkadang juga dilakukan terhadap

anjing laut abu-abu dan anjing laut berkerudung.18 Jika kita menelusuri lebih

dalam mengenai perhatian terhadap anjing laut ini selain dari bentuk

perlindungan anjing laut dan mamalia laut milik Amerika Serikat melaluiThe

Endangered Species Act (ESA) yang berlaku sebagai hukum federal20 dan

berada dibawah naungan National Marine Fisheries Services (NMFS) dan U.S.

18 WWF, “Mediterannean Monk Seal” diakses dari internet :
https://contentarchive.wwf/gr/en/endangered-species/marine-mammals/seal. Diakses pada tanggal
19 November 2022 pukul 20.15 WIB.
19 WWF, “Walrus”, diakses dari internet : -https://www.worldwildlife.org/stories/how-would-
offshore-oil-and-gas-drilling-in-the-arctic-impact-wildlife. Diakses pada tanggal 19 November
2022 pukul 21.00 WIB
20 The National Agricultural Law Center Arkansas, “Endangered Species Act : an overview”,
Diakses dari internet: https://nationallawcenter.org/overview/esa, Diakses pada tanggal 2
september 2022, pukul 21.20 WIB
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Fish and Wildlife Service (USFWS) sebagai badan yang bertanggung jawab

melindungi dan konservasi anjing laut.21 Kita juga bisa temukan bentuk

perhatian lainnya dalam aturan yang dimiliki oleh United Kingdom salah

satunya adalah Conservation of Seals Act 1970 (COSA) sebagai produk hukum

negara bersama yang melingkupi Inggris, Skotlandia, dan Wales yang berupaya

perlindungan anjing laut di wilayah perairan mereka.22

Uni Eropa (EU) sejak tahun 2009 juga telah memberlakukan larangan

terhadap bentuk perdagangan produk anjing laut yang awalnya diawali oleh

deklarasi dari Europa Parliament di Uni Eropa (EU) sejak maret tahun 2006

dengan diikuti oleh rekomendasi dari Parliamentary Assembly of the Council of

Europe (CoE) pada November tahun 2006. Konvensi dan traktat internasional

juga menjadi salah satu hal penting masalah ini, mengingat traktat adalah

instrumen utama untuk dimiliki oleh masyarakat internasional demi

memprakarsai serta mengembangkan suatu kerja sama internasional bersama23

khususnya untuk ikut serta melindungi anjing laut. Adapun bentuk konvensi

atau perjanjian bersama itu kita bisa lihat misalnya melalui The 1911 Fur Seal

Convention di kawasan utara sekitaran laut Bering untuk melarang perburuan

anjing laut atau bentuk konvensi lainnya seperti The 1957 Convention on

Conservation of North Pacific Fur Seals yang berfokus pada konservasi anjing

21 Joe Roman, Irit Altman, et al,. “The Marine Mammal Protection Act at 40: Status,recovery,
and future of U.S. Marine Mammals”, Paper of the New York Academy of Sciences, 2013, hlm. 2.
22 United Kingdom National Archives, “ Conservation of Seals Act 1970”, Diakses dari internet :
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1970/30, Diakses pada tanggal 3 september 2022, pukul
7.00 WIB
23 J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 583.

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1970/30
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laut sehingga dalam waktu tertentu di masa depan dapat dieksploitasi kembali

dengan layak. Anjing laut pada akhirnya tetap menjadi target eksploitasi

manusia, apalagi mengingat anjing laut sendiri diburu dan diperdagangkan tak

hanya di kawasan Eropa saja sehingga kebijakan yang diberlakukan oleh Uni

Eropa (EU) menjadi terbatas, disisi lain juga terdapat komunitas-komunitas adat

yang sudah begitu lama mempraktikkan perburuan anjing laut ini seperti orang-

orang Inuit.

Orang-orang Inuit ini mengklaim bahwasanya kebijakan Uni Eropa ini

telah menciderai komunitas mereka dimana aktivitas perburuan mereka selama

ini telah dilakukan di sekitaran perairan Atlantik bahkan klaim tersebut

didukung oleh seorang artis ternama seperti Tanya Tagaq yang telah

memenangkan penghargaan musik Polaris dan mendukung perburuan anjing

laut oleh komunitas Inuit dengan menggunakan produk dan makanan yang

terbuat dari anjing laut. Ditambah lagi dengan film dokumenter yang telah

dibuat oleh Alethea Arnaquq Baril pada 2016 dimana ia mendokumentasikan

bagaimana pentingnya kelangsungan perburuan anjing laut ini pada komunitas

Inuit.24 Oleh sebab itu ini menjadi dilema tersendiri terhadap perlindungan yang

ingin diterapkan pada kelangsungan hidup anjing laut, disatu sisi mencoba

untuk mempertahankan manusia disatu sisi yang lain juga mencoba untuk

melindungi kehidupan anjing laut dan habitatnya. Belum lagi ditambah dengan

ancaman dari perubahan lingkungan sehingga ini menuntut banyak negara dan

24 Samantha D. Farquhar,” Inuit Seal Hunting in Canada: Emerging Narratives in and Old”, The
Arctic Institute of North America, Vol 73, 2019, hlm. 5.
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bangsa untuk segera mencari solusi menangani hal tersebut secara bersama.

Saat ini terdapat beberapa penelitian serupa yang membahas mengenai

perlindungan terhadap keberlangsungan hidup dan lingkungan anjing laut.

Penelitian tersebut adalah :

1. “How the WTO Constructed Inuit and Indigenous Identity in EC-Seal

Products” oleh Michael Fakhri dan Madeline Redfern. Penelitian ini

berfokus pada bagaimana korelasi antara kebutuhan hidup yang

dibutuhkan oleh suku-suku Inuit sebagai komunitas yang sudah sangat

lama sejak dulu secara tradisional memburu anjing laut sebagai

kebutuhan hidup mereka dengan kehidupan dari anjing laut itu sendiri

khususnya dalam perdagangan internasional terhadap produk-produk

yang dapat dieksploitasi dari anjing laut tersebut secara hukum.25

2. “Foça and Mediterranean Monk Seal: Conservation and Monitoring of

the Mediterranean Monk Seals (Monachus monachus) in Foça Special

Environment Protection Area” oleh Cem Orkun Kıraç dan Harun

Guclusoy. Penelitian ini memaparkan suatu bahasan mengenai usaha

konservasi lingkungan yang dilakukan terhadap habitat serta kehidupan

dari anjing laut biarawan Mediterania yang merupakan salah satu dari

jenis anjing laut paling terancam bahaya di dunia. Selain itu pengawasan

terhadap lingkungan, perkembangan dan perlindungan anjing laut ini

25 Michael Fakhri dan Madeleine Redfern, How the WTO Constructed Inuit and Indigenous
Identity in EC-Seal PProduct, University of Virginia Libraries, 2020.
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juga merupakan bagian penting dari pembahasan.26

3. “Ice matters: Life-history strategies of two Antarctic seals dictate climate

change eventualities in the Weddell Sea” oleh Mia Wege, Leo Sallas, et

al,. Pada penelitian ini sangat penulis berusaha untuk memaparkan suatu

bahasan mengenai status kehidupan dari lingkungan serta anjing laut di

perairan atau dataran es Antartika. Penelitian ini muncul akibat dari

adanya perubahan iklim yang signifikan sehingga berpotensi untuk

membahayakan wilayah Antartika itu sendiri beserta kehidupan anjing

laut yang ada disana khusus di wilayah laut Weddel. Selain itu data

mengenai sumber makanan dari anjing laut itu juga dipaparkan dalam

penulisan penelitian ini beserta potensi keberlangsungan perkembangan

anjing laut itu sendiri disana.27

Berawal dari permasalahan yang melatarbelakangi ancaman terhadap

keberlangsungan hidup anjing laut maka secara khusus penelitian ini akan

membahas permasalahan terkait perspektif hukum khususnya hukum

internasional beserta permasalahan yang ada baik itu tantangan hingga mencari

produk hukum apa yang mungkin nanti dapat digunakan di masa depan demi

memberikan perlindungan terhadap anjing laut sehingga menjadi pembeda

dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang notabene berfokus hanya pada

26 Cem Orkun Kirac dan Harun Guclusoy, Foça and Mediterranean Monk Seal: Conservation and
Monitoring of the Mediterranean Monk Seals (Monachus monachus) in Foça Special Environment
Protection Area, Ankara, Environment Protection Agency for Special Areas, 2008.
27 Mia Wege, Leo Sallas, et al,. “Ice Matters : life-history, strategies of two Antartic seals dictate
climate change eventualities in the Weddel Sea”, Wiley Paper on Global Change Biology, 2021.
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lingkungan anjing laut secara regional, pula mengingat anjing laut saat ini

banyak yang tidak masuk ke kategori terancam untuk dilindungi dalam

perdagangan khususnya oleh appendix CITES padahal ancaman yang

menyelimuti mereka itu adalah nyata dan bukan berarti anjing laut tidak

memiliki hak untuk dapat hidup layak. Ancaman demi ancaman terus menginai

anjing laut hingga saat ini yang notabene cenderung berasal dari ulah manusia.

B. Rumusan Masalah

Melalui uraian singkat yang telah penulis jabarkan pada latar belakang di

atas, maka didapatkan beberapa lingkup spesifik mengenai permasalahan yang

akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yakni :

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional dalam memberikan

perlindungan terhadap anjing laut?

2. Apa saja tantangan yang ada menyertai penegakan perlindungan terhadap

anjing laut?

3. Apa solusi terhadap masalah pada perlindungan anjing laut di masa yang

akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak penulis capai di dalam penelitian ini antara

lain adalah :
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1. Untuk menggali informasi dan analisis hukum terkait mengenai

perlindungan terhadap anjing laut.

2. Untuk mengetahui serta menganalisis tantangan-tantangan apa sajakah

yang menyertai upaya penegakan perlindungan terhadap anjing laut.

3. Untuk mencari solusi yang dapat digunakan dalam penegakan

perlindungan terhadap anjing laut pada masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta

ilmu pengetahuan mengenai bagaimana hukum internasional dapat

memberikan tempat untuk melindungi keberlangsungan kehidupan anjing

laut oleh negara-negara di dunia.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai bagaimana

ancaman yang harus dihadapi oleh anjing laut serta efektivitas dari

penerapan perlindungan yang diberikan terhadap anjing laut dalam

kehidupan internasional.

2. Manfaat Praktis

Salah satu sarana bagi penulis untuk dapat mengembangkan dan
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menerapkan ilmu terutama mengenai ilmu hukum internasional tentang

perlindungan terhadap anjing laut dalam kontruksi hukum internasional. Dan

salah satu sarana bagi penulis untuk dapat memberikan kebermanfaatan bagi

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya bagi referensi pembelajaran.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu kerangka konsep yang tersusun secara

sistematis dengan berisikan pandangan terhadap suatu fenomena tentang

permasalahan terkait yang menjadi acuan untuk memecahkan permasalahan

tersebut. Penelitian ini maka digunakan kerangka teoritis sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini bersumber dari teori hukum alam. Menurut aliran dari teori

hukum alam, hukum itu bersumber dari Tuhan dengan memiliki sifat yang

kekal dan abadi, serta antara moral dan hukum tidak boleh dipisahkan. Penganut

aliran hukum alam memandang bahwa moral dan hukum itu merupakan suatu

cerminan dari aturan yang berasal dari kehidupan manusia baik secara internal

atau eksternal dengan mewujudkannya secara nyata melalui hukum dan moral.28

Menurut Fitzgerald, perlindungan hukum bertujuan unntuk mengkoordinasikan

serta mengintegrasikan berbagai kepentingan yang ada di kehidupan masyarakat

dengan diikuti oleh pembatasan-pembatasan didalamnya.29 Kepentingan yang

28 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 53.
29 Ibid hlm. 54.
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dimiliki oleh masyarakat ini dapat berkaitan dengan permasalahan lingkungan

dalam penelitian ini, mengingat suku inuit menjadi subyek hukum yang diatur

oleh Regulation (EC) No 1007/2009 of the European Parliament and of the

Council of 16 September 2009 on Trade in Seal Products oleh Uni Eropa

terhadap perburuan anjing laut begitu pun dengan aktivitas manusia lainnya

yang membahayakan kehidupan anjing laut. Selanjutnya, perlindungan hukum

ini merupakan upaya untuk melindungi subyek-subyek hukum melalui suatu

peraturan atau regulasi yang berlaku dengan memaksakan pelaksanaannya dan

memiliki suatu sanksi didalamnya. Perlindungan hukum ini dapat dibagi

menjadi 2 bagian yakni :30

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan ini merupakan bentuk perlindungan yang diupayakan oleh

pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Hal

ini terdapat dalam suatu peraturanatau regulasi untuk mencegah adanya

pelanggaran dan memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan untuk

melaksanakan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan terakhir

melalui penerapan sanksi, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang

30 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu,
2010, hal.2.
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diberikan apabila suatu permasalahan hukum atau sengketa telah terjadi

dan ditemukan pelanggaran.

2. Teori Pendekatan Ekosistem

Pendekatan ekosistem adalah strategi mengenai pengelolaan terhadap

tanah, air, dan sumber daya hidup secara terpadu dengan mempromosikan

konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan secara adil.31 Pendekatan ini didasari

dengan metode ilmiah yang diterapkan sesuai dan terfokus pada tingkat

organisasi biologis meliputi proses, fungsi, dan interaksi antara organisme serta

lingkungan mereka dalam upaya untuk memanfaatkan melestarikan

keberlanjutan dari keanekaragaman hayati ini harus dilakukan secara holistik,

dengan memperhitungkan tiga hal yakni aspek sosial, ekonomi, dan budaya.32

Ketiga hal tersebut menjadi acuan utama untuk melestarikan dan memanfaatkan

keanekaragaman hayati secara berkelanjutan yang dalam penelitian ini tertuju

kepada anjing laut. Pendekatan ekosistem penerapaannya dapat berada pada

skala ruang dan wilayah apapun dengan menempatkan manusia sebagai bagian

yang integral dari ekosistem dan memerlukan pengelolaan yang adaptif.

Panduan mengenai pelaksanaan pendekatan ekosistem ini secara singkat dapat

dijabarkan sebagai berikut :33

a. Fokus pada proses fungsional dan hubungannya dengan ekosistem pada

31 David Ardhian, Paul Mario Ginting, et al,. Panduan Pengelolaan Program Konservasi Berbasis
Pendekatan Ekosistem, Kalimantan, Penabulu Alliance, 2014, hlm. 6
32 Ibid hlm. 6-7.
33 Ibid
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daya tahan ekonomi beserta dampaknya pada keanekaragaman hayati dan

habitat, penyebab rusaknya ekosistem, dan faktor-faktor pertimbangan

untuk mengambil suatu putusan.

b. Berusaha untuk mempertahankan dan memperbaiki nilai beserta fungsi

dari ekosistem dengan diikuti nantinya oleh tanggung jawab tiap pihak

secara mandiri untuk memanfaatkan ekosistem tersebut. Diperlukannya

rancangan program yang cukup lentur dan mudah menyesuaikan untuk

diimplementasikan,

c. Pengelolaan haruslah dilakukan secara desentralisasi sampai level

terbawah denganskala isu yang tepat.

d. Menjamin adanya kerjasama, keterlibatan, dan koordinasi antar sektor

yang meliputi aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya.

Melalui pendekatan ini maka berkaitan erat hal tersebut dengan

perlindungan yang diperlukan untuk anjing laut, tak hanya anjing lautnya saja

karena teori ini juga melihat aspek berupa ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya

maka manusia juga erat kaitannya untuk dibahas melalui pendekatan ini sebagai

salah satu faktor yang erat pengaruhnya terhadap kehidupan anjing laut.

3. Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam

Menurut Robert Malthus, teori pengelolaan sumber daya alam adalah

sebuah teori yang memiliki arti menyeimbangkan antara produksi dan kelahiran
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dimana mau tidak mau produktivitas harus ditingkatkan.34 Hal ini dilakukan

dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada untuk dikelola baik itu

berupa barang atau jasa mengingat tingkat kepuasaan manusia atas suatu barang

atau jasa ini tidak terbatas, sehingga optimalisasi pengurasan sumber daya alam

dilakukan tanpa adanya kepedulian terhadap sumber daya alam yang bersifat

terbatas. Hal tersebut berakibat pada timbulnya degradasi terhadap lingkungan

berupa pencemaran dan kerusakan yang semakin bertambah parah.35 Ruang

lingkup sumber daya alam ini mencakup semua dari apa yang telah diberikan

oleh alam baik itu yang hidup maupun tidak hidup.36 Isu lingkungan terkini

salah satu hal yang menjadi bagian dari sumber daya alam dapat kita jumpai

adalah anjing laut, contohnya anjing laut Saimaa yang kini tengah terancam

untuk hidup akibat dari adanya perubahan alam pun faktor lainnya oleh

manusia37, sehingga penyelenggaraan kelangsungan pengelolaan sumber daya

alam dalam penelitian ini berfokus pada barang-barang yang bersifat “living

resources” atau sumber daya yang hidup. Demi terselenggarakannya

pengelolaan terhadap sumber daya alam ini maka pengelolaan memiliki 4 arti

yakni38:

a. Proses beserta cara dan perbuatan untuk mengelola.

34 Mukhlis dan Mustafa Lutfi, Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer, Malang, Setara
Press, 2010, hlm. 27.
35 ibid
36 Muhammad Amir Solihin dan Rija Sudirja, ‘Pengelolaan Sumber daya Alam Secara Terpadu
Untuk Memperkuat Perekonomian Lokal’, SoilREns, Vol 8, 2007, hlm. 3.
37 Mervi Kunnasranta, Marja Niemi, et al,. Op.Cit., hlm. 6-7.
38 L. Tri Setyawanta R, Pengaturan Hukum Pengembangan Lingkungan Wilayah Pesisir (Coastal
Zone Eco-Development) Indonesia dan Implikasinya Secara Regional, Bandung, Universitas
Padjajaran, 2010, hlm. 74-75.
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b. Proses dengan menggerakan tenaga yang dimiliki oleh orang lain untuk

melakukan suatu perbuatan tertentu.

c. Bantuan yang diberikan untuk memproses suatu perumusan kebijakan dan

tujuan organisasi.

d. Pengawasan yang diberikan sebagai suatu bentuk proses dalam

pelaksanaan kebijakandan pencapaian tujuan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai judul dan permasalahan yang akan dibahas oleh penelitian ini,

maka penulis akan menggunakan metode penelitian normatif (metode penelitian

hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian

hukum kepustakaan (data sekunder) yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan-bahan kepustakaan atau hanya melalui data sekunder.39 Lebih jelasnya

lagi jenis dari penelitian hukum yuridis normatif ini menurut Ronny Hanitjo

Soemitro adalah40:

a. Penelitian dengan bentuk inventarisasi hukum positif.

Penelitian yang berusaha untuk mencari suatu asas-asas hukum dan

falsafah dasarnya.

39 Soejono Soekanto dan Sri Mahmudi, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat, Jakarta,
Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 13.
40 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 50.
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b. Penelitian hukum yang ditujukan untuk menemukan hukum yang in

concreto atau sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu

permasalahan.

Sedangkan menurut Khushal Vibhute dan Filipos Aynalem penelitian

normatif ini mereka sebut sebagai penelitian tentang hukum secara doktrin yang

mencakup aturan hukum, atau asas hukum yang berlaku. Penelitian hukum ini

mengambil satu atau lebih hukum secara proposisi, prinsip, dan kaidah fokus

kajiannya yang dianalisis secara holistik.41

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan berbagai pendekatan dengan tujuan

untuk menggali serta mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait isu

yang sedang difokuskan untuk diteliti. Demi memecahkan permasalahan yang

menjadi inti dari suatu bahasan penelitian hukum maka diperlukan pendekatan

penelitian hukum.

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan undang-undang merupakan bentuk pendekatan yang

dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai instrumen dan

dokumen-dokumen dalam hukum internasional terkait dari isu hukum yang

tengah diteliti50. Pendekatan perundang-undangan ini melihat hukum sebagai

41 Khushal Vibhute dan Filipos Aynalem, Legal Research Methods, Ethiopia, Chilot Wordpress,
2009, hlm. 71.
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sistem yang memiliki sifat komprehensif dan tiap norma hukum ini pula

tersusun dengan sistematis.42 Aturan dan regulasi yang digunakan oleh

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora

and Fauna

2. Convention Respecting Measures for the Preservation and Protection of

the Fur Seal in the North Pacific Ocean

3. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural

Habitats

4. Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals,

5. Convention for the Conservation of Antartic Seals

6. Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-

East Atlantic

7. Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal

Region of the Mediterranean

8. Convention for The Conservation of Antartic Marine Living Resources

9. Interim Convention Between The United States of America, Canada,

Japan, and the Union of Soviet Socialist Republics on Conservation of

North Pacific Fur Seals

10. The African Convention on the Conservation of Nature and Natural

Resources 1968

42 Bachtiar,Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan, UNPAM PRESS, 2018, hlm. 82.



21

11. United Nations Convention on the Law of The Sea

12. Treaty on European Union

13. Antartic Treaty

14. Agreed Measures for the Conservation of Antartic Fauna and Flora

15. Agreement on Cooperation in Research, Conservation, and Management

of Marine Mammals

16. Arctic Environmental Protection Strategy Agreement

17. Council of European Communities Directive 92/43/EEC 1992

18. Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1850 of 13 October

2015 laying down detailed rules for the implementation of Regulation (EC)

No 1007/2009 of the European Parliament and of the Council on trade in

seal products

19. Regulation (EC) No 1007/2009 of the European Parliament and of the

Council and of the Council on Trade in Seal Products

20. Regulation (EU) 2015/1775 of the European Parliament of the Council of

16 October 2015 amending Regulation (EC) No. 1007/2009 on Trade in

Seal Products and Repealing Commision Regulation (EU) No. 737/2010

21. Regulation (EU) 2019/1241 of the European Parliament and of the

Council of 20 June 2019

22. Protocol Concerning Specially Protected Areas añd Biologival Diversity

in the Mediterranean

23. Canada Fisheriest Act

24. Marine Mammal Regulation SOR/93-56
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25. Marine Mammals Protection Act 1978

26. Marine Mammal Protection Act of 1972

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)

Pendekatan ini muncul dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin

ilmu hukum yang terus mengalami perkembangan.43 Lebih lanjut nantinya

pendekatan ini digunakan dengan tujuan mencari jawaban atas suatu

permasalahan isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum.44

c. Pendekatan Historis (Historical Approach)

Pendekatan Historis ini dilakukan dengan cara menelaah latar belakang

dari apa yang tengah dipelajari beserta perkembangan pengaturan terkait dari

isu yang tengah dihadapi.45 Melalui pendekatan ini penulis akan mengkaji

latar belakang terkait dengan isu yang tengah diteliti sebagai sebab dari

adanya permasalahan lingkungan pada kehidupan anjing laut di dunia

internasional saat dulu hingga saat ini melalui kontruksi hukum internasional.

3. Bahan dan Sumber Penelitian

Penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan tiga jenis bahan

hukum, adapun ketiga bahan hukum tersebut yaitu bahan hukum primer, bahan

43 Suhaimi, “Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif”, Jurnal Online
Universitas Madura, Vol 19, 2018, hlm. 7.
44 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm.
93-95.
45 Muhaimin, Op.Cit., hlm. 57.
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hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Nantinya semua bahan hukum

tersebut yang telah terkumpul akan digunakan sebagai media untuk

memecahkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.Bahan hukum yang

digunakan, antara lain adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan, konvensi,

perjanjian dan/atau ketetapan lainnya yang bersifat mengikat baik nasional

maupun internasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang hukum yang memberikan

bantuan untuk dapat menunjang analisis dalam memahami suatu penjelasan

dari bahan hukum primer.46 Adapun bahan hukum ini terdiri dari jurnal,

buku hukum, pandangan-pandangan ahli hukum, hasil penelitian hukum,

dan kamus hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memberikan suatu

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder.47 Bahan hukum ini dapat disebut sebagai bahan non

hukum dengan bentuk seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

46 Muhaimin, Op.Cit., hlm. 63.
47 Ibid
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada tahapan penelitian selanjutnya, penulis akan melakukan

pengumpulan terhadap bahan-bahan hukum terkait dan relevan mengenai

permasalahan yang saat ini tengah diteliti. Mengenai teknik pengumpulan data

disini maka penulis melakukannya melalui studi pustaka (bibliography study)

dengan menelusuri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada studi

pustaka (bibliography study) penulis akan mengkaji informasi tertulis mengenai

informasi-informasi hukum dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan

secara luas.48 Maka dari itu melalui studi ini maka penulis dapat meneliti dan

menggali informasi terkait mengenai perlindungan terhadap anjing laut dalam

kontruksi hukum internasional yang tengah diteliti saat ini.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis terhadap bahan penelitian yang penulis kaji disini adalah

dengan menggunakan metode teknik deskriptif dan historis yang bersifat

kualitatif artinya penulis menganalisis data yang ada tidak dengan

menggunakan angka melainkan memberikan deskripsi dengan kata-kata atas

temuan yang ada dengan mengutamakan kualitas dari data tersebut.49

Sedangkan analisis kualitatif disini digunakan untuk meneliti dan menguji

kualitas dari substansi norma hukum yang ada dimana rumusan pembenarannya

itu didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat ahli hukum, teori, dan

48 Ibid
49 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,
Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 19.
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doktrin.50 cara ini dilakukan dengan menginterpretasikan bahan-bahan hukum

yang telah diolah. Selanjut bahan hukum tersebut akan diidentifikasi,

dikualifikasi, dihubungkan, dan dikomparasikan satu sama lain sehingga dapat

ditemukan jawaban dari permasalahan yang tengan diteliti.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang penulis akan gunakan adalah dengan

menggunakan metode deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari suatu

permasalahan bersifat umum terhadap suatu permasalahan konkret berdasarkan

fakta dan metode ini adalahsebuah penalaran yang menggunakan logika untuk

membuat satu atau lebih kesimpulan yang dilandasi oleh beberapa premis baik

itu premis mayor atau minor sehingga dapat memunculkan konklusi terhadap

penelitian yang diteliti.51

50 Meruy Hendrik Mezak, “Metode dan Pendekatan dalam penelitian Hukum”, Paper Fakultas
Hukum Universitas Pelita Harapan, 2016, hlm. 94.
51 Diah Prawitha Sari, “Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif,
dan Abstrak”, Jurnal Universitas Khairun Ternate, Vol 5, 2016, hlm 84
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